SISTEM KHILAFAH DALAM SEJARAH[footnoteRef:1] [1:  Disampaikan dalam  Seminar Nasional “Negara Pancasila, Negara Paripurna” UNDIP Semarang, 19 Mei 2017.] 

Oleh: Muhyar Fanani[footnoteRef:2] [2:  Dekan Fisip UIN Walisongo.] 


A. Pendahuluan
Hingga saat ini, pandangan yang ada tentang hubungan Islam dan politik, paling tidak terdapat tiga tipologi pandangan. Pertama, mereka yang menganggap bahwa Islam telah mengatur segala aturan kehidupan manusia termasuk sistem politik. Dengan demikian, Islam sudah memiliki sistem politik sendiri, yaitu sistem politik Islam, dengan landasan idiil al-Qur`an dan Sunnah. Sistem politik ini menghendaki Islam sebagai dasar negara, kekuasaan tertinggi ada di tangan Allah. Kekuasaan negara Islam tidak mengenal batas-batas wilayah seperti yang dimiliki oleh konsep negara nation-state. Inilah pandangan para ahli hukum klasik yang diilhami oleh praktik politik al-khulafâ‘ ar-râsyidûn dan didengungkan ulang oleh Syekh Hasan al-Bannâ, Sayyid Quthub, Rasyîd Ridlâ, dan Abû al-A‘lâ al-Maudûdî. Pandangan semacam ini juga dimiliki oleh gerakan-gerakan Islam kontemporer yang biasanya disebut dengan “revivalisme Islam”, “kebangkitan Islam”, “revolusi Islam”, atau “fundamentalisme Islam.” Menurut pandangan ini, demokrasi adalah sistem politik yang bukan dimunculkan oleh Islam. Oleh karena itu, demokrasi belum tentu relevan dengan Islam. 
Pandangan jenis inilah yang akhirnya diapresiasi kebanyakan para sarjana Barat dalam melihat hubungan Islam dan demokrasi. Akibatnya, mereka beranggapan bahwa Islam memang tidak sesuai dengan demokrasi,[footnoteRef:3] bahkan seperti yang diungkapkan oleh Huntington, Islam bisa menjadi ancaman bagi demokrasi.[footnoteRef:4] Sampai saat inipun, dalam image masyarakat Barat, kegiatan-kegiatan yang berbau kekerasan selalu dialamatkan pada Islam dan bukan pada persepsi yang salah terhadap Islam yang telah dilakukan oleh pemeluknya.[footnoteRef:5] [3: Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man (New York: The Free Press, 1992), xi.]  [4: Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (Norman and London: University of Oklahoma Press, 1991), 307‑311.]  [5: John L. Esposito,  “Secular Bias and Islamic Revivalism”,  The Chronicle of Higher Education, 26, 1993, A44, sebagaimana dikutip oleh Bachtiar Effendy,  “Islam dan Demokrasi: Mencari sebuah Sintesa yang Memungkinkan”, dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), Agama dan Dialog antar Peradaban, 91.] 

Kedua, mereka yang menganggap bahwa Islam tidak mengemukakan suatu pola baku tentang teori atau sistem politik. Untuk itu, urusan mengatur kehidupan politik diserahkan pada manusia. Meskipun dalam al-Qur`an bisa ditemui ayat-ayat yang sepertinya menunjukkan kekuasaan politik, sesungguhnya ayat-ayat itu hanyalah ayat insidental dan bukan ayat landasan politik. Persoalan politik sepenuhnya menjadi tugas manusia untuk menyelesaikannya dan mencari format-formatnya. Inilah pandangan Ali Abd ar-Râziq dan Thâhâ Husein. 
Ketiga, pendapat yang moderat, dalam arti menolak kedua macam pendapat di atas dan memberikan pandangan baru yang mengambil jalan tengah. Menurut pandangan ketiga ini, walaupun Islam tidak mengemukakan sistem politik yang baku, tapi Islam memberikan landasan-landasan etis yang harus dipegang dalam penyelenggaraan negara. Landasan etis itu adalah keadilan, kesamaan, persaudaraan, dan kebebasan.[footnoteRef:6] Pendapat ini dimotori oleh Muhammad Husein Haikal[footnoteRef:7] dan belakangan muncul Khaled Abou el-Fadhl.[footnoteRef:8] Mereka yang beraliran ini beranggapan bahwa sepanjang suatu negara menjunjung tinggi landasan etis tersebut, negara itu sudah bisa dianggap negara yang Islami. Sistem politik modern seperti demokrasi, dapat dikatakan sistem politik yang Islami, meskipun lahir dari pengalaman masyarakat Barat. Alasannya adalah karena demokrasi menjunjung tinggi landasan etis yang ditawarkan oleh Islam, seperti egalitarianisme, keadilan, persaudaraan (perdamaian) dan kebebasan. Khaled menambahkan tiga nilai yang terdapat dalam ajaran Islam yakni keadilan, permusyawaratan, dan kasih sayang dalam interaksi antar sesama manusia.[footnoteRef:9] [6: Ahmad Syafi`i Ma`arif, Islam as the Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia, Disertasi Ph.D, University of Chicago, 1983, 23.; Bandingkan dengan Muhammad `Imârah, Al‑Islâm wa as‑Sulthah ad‑Dîniyyah (Kairo: Dâr ath‑Thaqâfah al‑Jadîdah, 1979), 76‑7.]  [7: Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta: UI-Press, 1990), 1-2.]  [8:  Khaled Abou el-Fadhl, Islam and the Challenge of Democracy (Princeton: PUP, 2004).]  [9:  Ibid., 5.] 

Mayoritas pakar mutakhir, mendukung pandangan yang ketiga ini. Sebagai misal adalah Nur Cholish Madjid. Menurutnya, Islam hanya mengatur etika politik, tapi ia tidak mengatur susunan formal, praktis, dan teknisnya. Politik adalah wewenang manusia, melalui akalnya ia dapat berijtihad di bidang ini. Dalam hal inilah politik dapat dibedakan dari agama. Untuk persoalan teknis-struktural, itu adalah urusan politik murni dan bukan agama. Tapi, dari segi etis, agama memiliki berbagai prinsip. Oleh karena itu, dalam segi prosedural dan strukturalnya politik, dunia Islam sepanjang sejarahnya mengenal berbagai variasi dari masa ke masa dan dari kawasan satu ke kawasan lain, tanpa satupun variasi itu dipandang paling absah, kecuali masa al-khulafâ‘ ar-râsyidûn.[footnoteRef:10] Pandangan serupa juga dimiliki oleh teman seperguruannya ketika di Amerika, Ahmad Syafi`i Ma`arif. [10: Nur Cholish Madjid, “Islam dan Politik: Suatu Tinjauan atas Prinsip‑prinsip Hukum dan Keadilan, dalam Journal PARAMADINA, vol I, no. I, Juli‑Desember 1998, 49.] 

Nurcholish menambahkan bahwa pada dasarnya hubungan antara agama dan politik dalam Islam itu menyatu dan tak bisa dipisahkan. Inilah yang terlihat pada masyarakat Madinah. Nabi selain mengemban tugas suci layaknya seorang utusan Allah, beliau tidak bisa dipungkiri juga seorang kepala negara, yang dalam mengambil kebijakannya dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam musyawarah itu, seringkali pendapat orang lain yang dipakai dan pendapat Nabi sendiri ditinggalkannya.[footnoteRef:11]  [11: Nur Cholish Madjid, “Islam dan Politik: Suatu Tinjauan atas Prinsip‑prinsip Hukum dan Keadilan, 50.] 

Kajian sejarah berikut ini menguatkan pandangan ketiga di atas.

B. Sistem Khilafah: Isi atau Kulit?

[bookmark: _GoBack]Secara bahasa, khilafah berasal dari kata khalafa – yakhlifu/yakhlufu – khalfan – khilafatan yang artinya menggantikan atau menempati tempat pendahulu.[footnoteRef:12] Khilafah memiliki arti yang sama dengan imamah yang berarti kepemimpinan.[footnoteRef:13] Dengan demikian, khilafah sesungguhnya berarti kepemimpinan. Sebagian umat Islam memandang bahwa khilafah itu telah menjadi sebuah sistem politik yang mengacu pada fase kepemimpinan al-khulafa ar-rasyidun. Namun pandangan ini tidak disetujui oleh sebagian yang lain karena fase itu dianggap hanya sebagai contoh penerapan prinsip musyawarah yang diperintahkan oleh Alquran.  [12: Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir (Yogyakarta: tnp., t.t.), 390. ]  [13:  Ali Ahmad as-Salus, Imamah & Khilafah, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: GIP, 1997), 16.] 

Dalam lintasa sejarah Islam, sebagai sebuah sistem politik, sistem khilafah sesungguhnya barulah nama dari sebuah cita-cita yang belum masak. Akibatnya, sistem ini sulit dipraktikkan. Bagaimana mengimplementasikannya, merupakan sebuah persoalan besar. Sistem ini bukanlah ketetapan Allah melainkan buatan manusia. Dalam ilmu ushul fiqih dijelaskan bahwa untuk urusan ibadah (hubungan manusia dengan Sang Pencipta, semua harus berdasarkan dalil/ketetapan Allah. Sementara untuk urusan muamalah (hubungan manusia dengan manusia lainnya), manusia diharuskan berijtihad. Sistem khilafah merupakan hasil ijtihad. Masalahnya adalah politik itu merupakan upaya untuk menciptakan kebaikan bersama. Dalam sejarah, upaya itu selalu berjalan dengan kesukarelaan yang didasarkan atas pemahaman dan mata hati yang jernih bukan dengan ancaman. Khilafah sebagai sebuah konsep politik belum bisa mencapai level itu. Dalam sejarah, dari khalifah empat yang meninggal dengan tenang hanya Abu Bakar. Yang lain (Umar, Utsman, dan Ali) terbunuh semua. Kekhalifahan sesudahnya juga kurang lebih sama. Sistem itu dalam realitas politik belum teruji. Bila sistem yang belum teruji sementara kita memaksa orang untuk menggunakannya, itu sama dengan memaksa orang untuk naik pesawat, sementara pesawat itu belum layak terbang. Apa Anda mau naik pesawat macam itu? Kalau saya tidak mau. Kalau ada yang mau, silahkan naik sendiri dan jangan ajak orang lain. Mengapa? Karena risiko matinya lebih tinggi daripada selamatnya. Alquran mengajarkan agar kita menyelamatkan nyawa manusia walaupun manusia itu belum lahir sekalipun. 
Para pendukung sistem khilafah mengacu pada sistem pemerintahan pasca wafatnya Nabi Muhammad (632M) yakni al-khulafa ar-rasyidun (29 tahun: 632-661M), Bani Umayyah (89 tahun: 661-750M), dan Bani Abbasiyah (508 tahun: 750-1258M). Namun perlu dicatat bahwa era 29 tahun pertama merupakan era yang paling mendekati ideal sebagaimana yang digariskan oleh Alquran dimana kepemimpinan dipilih dengan cara musyawarah/perwakilan  bukan dengan sistem keturunan. Implementasi dari sistem musyawarah itu adalah pemilihan oleh perwakilan umat dengan teknik pemilihan yang beragam. Dalam memilih khalifah pertama, pemilihan dilakukan saat para sahabat besar berkumpul dan memilih Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad yang wafat. Abu Bakar memerintah selama 2 tahun saja (632-634M). Pengganti Abu Bakar adalah Umar. Umar dicalonkan oleh Abu Bakar yang kemudian terpilih dan memerintah selama 10 tahun (634-644M), sementara Utsman dicalonkan oleh Umar yang disertai dengan pencalonan 5 nama lain yakni Ali bin Abi Thalib, Talhah, Zubair bin Awwam, Sa’ad bin Abi Waqqash, dan Abdurrahman bin Auf. Dalam pencalonan ini, Usman bin Affan terpilih sebagai khalifah selama 12 tahun (644–656M). Pengganti Khalifah Usman adalah Ali bin Abi Thalib yang memerintah selama 5 tahun (656–661 M). Khalifah Ali dipilih sebagai khalifah dengan suara yang tidak bulat. Siti Aisyah (janda Nabi Muhammad) dan Muawiyah b. Abi Sofyan (Gubernur Syam/Syria) tidak menyetujuinya. Ketidaksetujuan ini berakibat terjadinya perang Jamal (Aisyah vs Ali) dan perang Shiffin (Muawiyah vs Ali).
Sejarah mencatat bahwa pemerintahan al-Khulafa’ ar-Rasyidun menjalankan musyawarah, walaupun dengan sistem yang berbeda. Sila keempat kita yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah/kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sesungguhnya secara substansial mengacu pada praktik khilafah era pertama ini.  Inilah yang dinamakan republik yang kemudian disempurnakan implementasinya dalam bentuk demokrasi. Dari perspektif ini, Indonesia kita sesungguhnya sudah menjalankan prinsip khilafah yakni musyawarah.
Dalam episode berikutnya, ternyata implementasi sistem khilafah itu berbeda dengan era al-khulafa ar-rasyidun. Musyawarah ditinggalkan untuk diganti dengan sistem monarkhi (kerajaan) yang penggantian pemimpin dilakukan dengan cara menunjuk keturunan. Sistem pemerintahan monarkhi pada abad klasik dan tengah Islam tidak pernah digugat. Ibnu Abi Rabi’, al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, dan Ibn Taimiyah menerima sistem monarkhi dan tidak pernah berusaha menggantinya. Padahal, bila dibandingkan dengan al-khulafa ar-rasyidun, sistem monarkhi sesungguhnya tidak mendapatkan referensi. Para pemikir itu juga tidak terlihat secara serius mendambakan untuk kembali pada pola politik periode al-khulafa ar-rasyidun.[footnoteRef:14] [14:  Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara…, 235.] 

Mengapa Nabi Muhammad yang sang penuntun, yang juga panutan umat, tidak memberitahukan pada umatnya tentang mekanisme suksesi yang baku? Padahal fakta sejarah menunjukkan bahwa persoalan suksesi kepemimpinan telah memicu pertumpahan darah selama berabad‑abad.[footnoteRef:15] Bahkan persoalan ini juga telah turut andil dalam memunculkan sekte‑sekte keagamaan yang beragam itu. Saya juga bertanya‑tanya, mengapa Nabi sang penuntun pernah menunjuk suku Quraisy (suku dari mana beliau berasal) yang paling berhak menjadi pemimpin.[footnoteRef:16] Padahal penunjukan Nabi ini justru membuat keturunan Quraisy yang telah mendapatkan fasilitas proteksi dari Nabi itu berebut kue kepemimpinan diantara mereka. Sebenarnya, saya tidak rela kalau ada yang menuduh Nabi sektarian. Tapi, saya juga tidak bisa membantah bahwa hadis yang memberikan fasilitas proteksi bagi kaum Quraisy itu memang ada. [15: Ignaz Goldziher, Pengantar Teologi dan Hukum Islam (Jakarta: INIS, 1991), 170.]  [16: Syed Ameer Ali, Islamic History and Culture (New Delhi: Amar Prakashan, 1981),  122.] 

Sementara itu, fakta sejarah menunjukkan bahwa semenjak tahun 632M[footnoteRef:17] sampai 661M,[footnoteRef:18] bentuk pemerintahan republiklah yang dipakai umat Islam dalam bernegara. Tapi, antara tahun 661M[footnoteRef:19] sampai 1258M,[footnoteRef:20] berubah menjadi kerajaan (monarchi).[footnoteRef:21] Betapa panjangnya rentang waktu bentuk kerajaan (597 tahun) dan betapa pendeknya masa berlakunya bentuk republik (29 tahun). Kalau dikaitkan dengan pesan dasar Nabi dalam bernegara, sebenarnya bentuk republik dalam arti menjunjung tinggi musyawarah adalah bentuk pemerintahan yang lebih tepat. Tapi, mengapa semenjak tahun 661M berubah menjadi kerajaan? Dan mengapa bentuk pemerintahan baru itu berlangsung dalam rentang waktu yang begitu panjang? [17: Nabi wafat dan Abu bakar menjadi khalifah.]  [18: Terbunuhnya Ali.]  [19: Mu`awiyah naik tahta.]  [20: Al‑Mu`tasim, khalifah terakhir Bani Abbasiyah di Bagdad dikalahkan oleh Hulagu dari Mongol.]  [21: Bentuk pemerintahan menurut George Jellineck, bila dilihat dari cara terbentuknya negara, ada dua macam. Pertama: Monarchi yaitu pemerintahan yang kemauan negaranya ditentukan oleh perorangan. Kedua: Republik, yaitu yang ditentukan oleh banyak orang atau dewan.Sedangakan menurut Leon Duguit, bentuk pemerintahan bila dilihat dari sistem penunjukan kepala negara, juga ada dua. Pertama: Monarchi, apabila penunjukan berdasarkan warisan atau keturunan. Kedua: Republik, apabila penunjukan berdasarkan pilihan orang banyak. Bambang P. S, dkk., Panduan Belajar (ttp.: Primagama, t.t.), 4‑6.   ] 


Dari Khalifah ke Kerajaan
Prof. Sir Thomas Arnold sebagaimana dikutip oleh Hasan Ibrahim Hasan mengatakan, sistem khalifah adalah sistem baru yang diciptakan berdasar atas kondisi yang ada. Sistem ini murni terbentuk pada zaman awal Islam. Sistem ini juga belum pernah ada sebelumnya.[footnoteRef:22] Semenjak Nabi wafat (8 Juni 632M), sistem khalifah inilah yang diberlakukan sampai terbunuhnya Ali (24 Januari 661). Sistem ini bisa dikatakan republik, karena kepala negara bukan dipilih berdasar atas keturunan, tapi atas pilihan rakyat.[footnoteRef:23] Ciri Republik tetap nampak walaupun pemilihan oleh rakyat dilakukan setelah nabi menunjuk nominator kuat.[footnoteRef:24] [22: Hasan Ibrahim Hasan, Sejarah Kebudayaan Islam, alih bahasa Djahdan Humam (Yogyakarta: Kota Kembang, 1989), 34.]  [23: Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, cet. 5 (Jakarta: UI Press, 1985), 95.]  [24: Ameer Ali, Islamic History..., 122.] 

Sistem republik ini berubah menjadi kerajaan setelah Muawiyah naik tahta pada tanggal 30 Juli 661M (Syawal 41H),[footnoteRef:25] Sistem yang ditempuhnya nampak begitu ambisius dengan strategi politik yang jitu. Memang, ia adalah seorang politikus ulung, administrator handal dan orator yang hebat.[footnoteRef:26] Selain itu, ia juga mempunyai sikap moderat, bijaksana, cerdas, dan self‑control yang bagus.[footnoteRef:27] Ini adalah sifat positif yang barangkali berasal dari informasi sejarahwan yang pro dengannya. Sebab ada pula sejarahwan yang menggambarkan bahwa Muawiyah itu licik, jahat, pelit, ambisius, dan suka berlebihan.[footnoteRef:28] Bahkan ia juga digambarkan suka bermewah‑mewah ala kerajaan Persia dan Bizantium.[footnoteRef:29] Siapapun yang menghalangi ambisinya, akan dibunuhnya. Maka, ia juga dibilang bengis.[footnoteRef:30] [25: Hugh Kennedy, The Prophet and The Age of Caliphates (New York: Longman Inc., 1991) hlm. 88; Harun Nasution, Islam..., 95; Hasan, Sejarah..., 66.]  [26: Syed Mahmudunnasir, Islam Its Concepts and History (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981),  151.]  [27: Kennedy, The Prophet..., 83.]  [28: Syed Ameer Ali, A Short History of The Saracens, cet.3 New Delhi: Nusrat Ali Nasri, 1981), 1‑2.]  [29: Ibid.]  [30: Ibid, 71‑2.] 

Para sejarahwan memang berselisih dalam menggambarkan karakter Mu`awiyah yang sebenarnya. Akan tetapi, bila dilihat dari perjalanan karir politiknya, sebenarnya ia adalah politikus yang cerdas dan jempolan. Semula ia adalah Gubernur Syria yang diangkat oleh Umar b. Khatab. Saat Usman menjadi khalifah (644‑656), ia kembali menjadi gubernur di Syria. Di sana ia membangun kekuatan. Untuk mendapatkan loyalitas para pembantunya, ia menerapkan sistem gaji.[footnoteRef:31] Pada tahun 657M, ia memimpin rakyat Syria memberontak pada Ali, untuk menuntut diadilinya pembunuh Usman.[footnoteRef:32] Karir politiknya memuncak pada saat ia mengadakan tahkim (arbitrase) dengan Ali, pada tahun 661M. Maka, sebenarnya tepatlah kata Kennedy, Mua`awiyah adalah the succesful politician, not the briliant general or the religious leader.[footnoteRef:33] [31: Ameer Ali, A Short History..., 50.]  [32: G.E. Von Grunebaum, Classical Islam (Chicago: Aldine Publishing Company, 1970), 203.]  [33: Kennedy, The Prophet..., 83.] 


Situasi politik dan penanggulangannya
Kondisi negara ketika Mu`awiyah naik tahta tanggal 30 juli 661, sangat sulit. Pemerintahan sangat kacau. Sifat anarkisme dan indisipliner kaum nomad mulai lepas dari kendali agama dan moral. Sistem desentralisasi mulai muncul.[footnoteRef:34] Gejala ini sebenarnya telah terlihat sejak terbunuhnya 3 khalifah sebelumnya.Umar pada tahun 644, Usman pada tahun 656, dan Ali pada tahun 661. [34: Mahmudunnasir, Islam..., 153.] 

Gebrakan Mu`awiyah dalam mewujudkan stabilitas nasional adalah memberlakukan sistem sentralisasi pemerintahan dan memperbaiki sistem administrasinya.[footnoteRef:35] Sistem sentralisasi itu hanya ditempuh sementara saja, karena kemudian ia mengangkat gubernur‑gubernur yang dikontrol dari pemerintahan pusat. Jadi, sebenarnya lebih mirip dengan sistem konfederasi. Gubernur walaupun diberi kekuasaan atas wilayahnya, tapi ia harus bertanggung jawab pada pemerintahan pusat.[footnoteRef:36] [35: Ibid.]  [36: Kennedy,The Prophet..., 83.] 

Sebenarnya, kerja besar Mu`awiyah itu didasari atas perhitungannya yang jitu, bahwa ikatan pemersatu yang berupa teokrasi saat itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Ia harus mencari dasar pemersatu baru, yaitu dengan merubah kedaulatan agama menjadi negara sekuler. Tapi, unsur agama tidak hilang sama sekali.[footnoteRef:37] Jadi, bisa dikatakan sistem semi sekuler. Sistem semi sekuler itu sebenarnya ia ambil dari Model pemerintahan Bizantium.[footnoteRef:38] Hal ini wajar karena Syam yang menjadi ibukota pemerintahannya, berdekatan dengan ibukota Bizantium (sekarang istambul). Gelar, pola hidup raja, acara protokoler dan distance antara raja dan rakyat juga ditirunya.[footnoteRef:39] [37: Mahmudunnasir, Islam..., 152‑3.]  [38: Ibid.]  [39: Munawir Syadzali, Islam and Governmental System (Jakarta: INIS, 1991),  27.] 

Walaupun demikian, Muawiyah mampu memberikan kemakmuran dan kedamaian yang lebih baik bagi rakyatnya.[footnoteRef:40] Sistem pajak yang menjadi tulang punggung negara, ia kontrol dengan baik. Masing‑masing wilayah, standard pajaknya berbeda‑beda, bergantung pada kondisi lokalnya.Setoran pajak dari daerah ke pusat yang sebenarnya sangat potensial untuk menjadi isu politik, bisa diredam olehnya.[footnoteRef:41] Tiang ekonominya, selain dari pertanian, juga bea cukai dan rampasan perang.[footnoteRef:42] Hal ini penting, karena ia harus menggaji tentara yang mayoritas orang Syria agar tetap loyal padanya. [40: Grunebaum, Clasical Islam, 70; Mahmudunnasir, Islam..., 153.]  [41: Kennedy,The Prophet..., 88.]  [42: Ibid.] 


Monarkhi Hereditas
Mulai tahun 661 sampai 678, sikap Muawiyah yang memerintah dengan model kerajaan belum nampak. Sikap itu baru nampak pada tahun 679, yaitu ketika ia mencalonkan anaknya, Yazid sebagai penggantinya. Sebenarnya, pencalonan itu atas usulan Mughira, Gubernur Basra. Jadi bukan kehendaknya.[footnoteRef:43] Dan ia sempat ragu dengan pencalonan ini, karena otomatis ia melanggar kesepakatannya dengan Hasan b. Ali, untuk menyerahkan kepemimpinan pada umat Islam,[footnoteRef:44] Tapi, keraguannya dikuatkan lagi oleh pembantunya yang kemudian menjadi letnan yang menguasai Irak dan Khurasan.[footnoteRef:45] Untuk itu, walaupun ia mencalonkan Yazid, tapi ia tetap ingin agar Yazid diakui oleh umat Islam ketika dirinya masih hidup.[footnoteRef:46] Makanya ia memanggil para gubernur dalam rangka mengorbitkan Yazid agar didukung oleh rakyat. 	Keputusan Muawiyah ini mendapat protes keras dari rakyat dan banyak menimbulkan pemberontakan. Abdullah b. Zubair, sebenarnya telah menyarankan Muawiyah untuk memilih tiga metode suksesi. Pertama: Pemilihan bebas oleh rakyat seperti saat memilih Abu Bakar. Kedua: Bisa dicalonkan oleh penguasa yang sedang berkuasa tapi harus dengan kriteria yang paling baik dan bukan saudara penguasa itu, seperti Abu Bakar memilih Umar. Ketiga: Mengangkat sebuah dewan pemilihan seperti yang dilakukan oleh Umar. Tapi, Muawiyah tidak mengindahkannya. Ia beranggapan bahwa nabi tidak memberikan aturan pasti tentang suksesi. Bahkan untuk menghindari perang saudara dan situasi kacau, ia menunjuk anaknya.[footnoteRef:47] Tindakan Muawiyah ini, menunjukkan bahwa ia sebenarnya hanya berpikir untuk masa dekat saja, yaitu menghindari situasi kacau. Hal ini mirip dengan dugaan Ameer Ali, ketika menduga alasan Nabi menunjuk Quraisy sebagai gudang pemimpin.[footnoteRef:48] Tapi, Nabi bisa kita maklumi karena pertimbangan stabilitas ternyata lebih dominan dari pada mengatrol kejayaan keluarganya (nepotisme). Dalam konteks saat itu, pemimpin harus dari suku terbesar dan terkuat, untuk menghindari kekacauan. Suku Quraisy adalah suku terbesar dan terkuat saat itu. Pertanyaannya adalah tindakan Muawiyah itu lebih berdasarkan pada pertimbangan stabilitas negara atau sekedar menganut sistem monarchi hereditas? Menurut Hasan Ibrahim Hasan, saat itu Muawiyah lebih didorong oleh pertimbangan mewujudkan sistem monarchi hereditas daripada stabilitas nasional. Karena dalam hal politik sebenarnya ia adalah penganut berat kekaisaran Bizantium. Hal ini terbukti bahwa al‑Ya`qubi pernah merekam perkataannya, "Saya adalah raja pertama dari para raja".[footnoteRef:49] Dari al‑Ya`qubi ini, dapat kita tangkap kesan bahwa ia sebenarnya juga ingin agar sistem ini dilestarikan oleh anak cucunya. Pandangan ini juga disetujui oleh Hugh Kennedy,[footnoteRef:50] dan Marshal G. S. Hodgson.[footnoteRef:51] Dugaan Hasan ini, semakin kuat setelah sejarah membuktikan bahwa ternyata, Yazid bukanlah pemimpin yang cakap. Ia dikenal kejam, jahat, suka kemewahan, sombong, dan boros.[footnoteRef:52] Kalau Muawiyah menginginkan stabilitas, pasti tidak akan mengangkat anaknya menjadi penggantinya. [43: Ameer Ali, A Short History..., 81.]  [44: Hasan, Sejarah..., 67.]  [45: Ibid.]  [46: Kennedy, The Prophet..., 88.]  [47: Mahmudunnasir, Islam..., 153‑4.]  [48: Ameer Ali, History..., 121.]  [49: Hasan, Sejarah..., 66.]  [50: Kennedy, The Prophet..., 88. ]  [51: Hodgson, The Venture of Islam (Chicago: The University of Chicago Press, 1974) I: 200. ]  [52: Mahmudunnasir, Islam..., 154.] 

Akan tetapi, pendapat ini dibantah oleh Munawir Sjadzali. Menurutnya, keputusan Muawiyah itu bisa dimaklumi, karena betapa sulitnya menerapkan sistem musyawarah saat itu, mengingat jarak wilayah begitu jauh dan tidak mudah ditempuh dalam waktu singkat.Pada saat itu, sistem kerajaan adalah sistem pemerintahan yang populer, dan berlaku di Bizantium, Persia, dan Cina. Jadi bukan sistem yang menakutkan bagi para rakyatnya.[footnoteRef:53] Tampaknya, pada waktu itu sudah menjadi image global, bahwa negara adalah kerajaan. Pandangan manusia di waktu itu terhadap kerajaan tentu tidak senegatif pandangan orang saat ini terhadapnya. Dengan demikian, tindakan Muawiyah itu bukan karena tidak setuju dengan model musyawarah, karena ternyata ia juga berusaha agar Yazid bisa diterima  oleh seluruh rakyat. Dan lagi, kondisi juga tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan sistem musyawarah itu. Jadi, sebenarnya tindakan Muawiyah itu demi stabilitas negara juga. [53: Munawir Sjadzali, Islam..., 25‑6.] 

Dari dua interpretasi yang berlawanan ini, yang menjadi persoalan adalah ucapan Muawiyah yang direkam oleh penulis historiografi Islam kenamaan, Ibn Wadih al‑Ya`qubi (w. 284/897), yang dikutip oleh Hasan tadi. Dan kita tahu karya al‑Ya`qubi ini jelas lebih tua dari karya ath‑Thabari (w. 310/923) yang terkenal dengan Tarikh 'l‑Rusul wa 'l‑Muluk. Dari sisi ini, saya cenderung percaya dengan data dari al‑Ya`qubi, bahwa walaupun Muawiyah berhasil membangun sistem pemerintahan yang tangguh, tapi di akhir pemerintahannya ia terjebak pada kesalahan fatal, yaitu memasukkan sistem asing yang berbentuk monarkhi hereditas ke dalam sejarah muslim. Kesalahannya sebenarnya lebih didorong oleh pertimbangan jangka dekat dan mengikuti trend mode sistem pemerintahan masa itu yang kebetulan menguntungkan keluarganya. Dia tidak mempertimbangkan bagaimana akibat tindakannya itu bagi wajah sejarah muslim untuk masa jauh sesudahnya, sebagaimana yang sering dilakukan oleh Umar b. Khatab yang sangat jenial itu.
Dilihat dari budaya kesukuan dan tingginya rasa dendam yang dimiliki oleh mayoritas Bangsa Arab, juga sangat logis apabila Muawiyah memilih sistem kerajaan dalam suksesinya. Faktor historis menunjukkan, bahwa sejak terbunuhnya Usman (656M), ia telah beranggapan bahwa pembunuhan itu tidak wajar. Anggapannya, pasti kelompok Ali ada yang terlibat secara politis. Maka ia memberontak Ali pada tahun 657 dari Syria. Fenomena terbunuhnya Usman itu, mengingatkan Muawiyah pada dendam nenek moyang lama.
Konon, sejak kesuksesan Hasyim memimpin Makkah pada abad ke‑5 M, Umayah menaruh iri. Umayah barangkali merasa bahwa Hasyim telah merebut hak ayahnya. Akhirnya Umayah dijatuhi hukuman oleh Majlis Nadwah, majlis permusyawaratan saat itu. Ia harus keluar dari Makkah selama 10 tahun. Kejadian ini akhirnya menjadi dendam yang turun-temurun, antara klan Umayah dan klan Hasyim.[footnoteRef:54] Muawiyah yang satu klan dengan Usman (klan Umayah) berhadapan dengan Ali (klan Hasyim/Abbasiyah). Akhirnya percekcokan dua klan ini terbawa dalam perjalanan panjang sejarah muslim. Maka wajar saja bila Muawiyah berjuang keras untuk menegakkan kembali klan Umayyah dan mengalahkan klan Hasyim (Abbasiyah), saingannya. Dan jalan yang ditempuh Muawiyah adalah memberikan kursi empuk pada anaknya, Yazid. Sebab kalau tidak, kursi itu akan diduduki oleh orang lain, atau bisa jadi keturunan Hasyim (Abbasiyah). Kalau ini terjadi, berarti klan Muawiyah pasti akan dikebiri lagi. Muawiyah tetap mengangkat Yazid, walaupun saat itu, Muawiyah tentu sudah tahu bahwa anaknya berjiwa kerdil dan tidak pantas menjadi khalifah. [54: Nouruzzaman Shiddiqi, Pengantar Sejarah Muslim, cet. 2 (Yogyakarta: Mentari Masa, 1989), 96.] 

Sejarah menunjukkan, bahwa setelah Yazid naik tahta, praktis sistem monarkhi hereditaslah yang berlaku. Pemerintahan berasal dari keturunan tertentu. Sebenarnya, setelah Yazid wafat, khalifah dipegang oleh anaknya yang masih muda dan lemah, Muawiyah II. Ia lebih suka mewakilkan jabatannya pada orang yang lebih mampu. Tapi karena tidak ada yang mampu, ia mencalonkan 6 orang dan menyerahkan kepada kaum muslimin untuk memilihnya. Akan tetapi, kaum muslimin tak pernah sepakat. Akhirnya, kekhalifahan ditransfer dari ranting Sufyan ke ranting Marwan. Setelah Marwan memerintah selama 9 tahun, sistem monarkhi hereditas berlaku lagi. Sampai dinasti Umayah berakhir pada tahun 750M,  bentuk pemerintahan seperti ini tidak berubah. Bahkan dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah. Dinasti baru ini mengklaim, bahwa Imamah berlanjut dari Ali ke Muhamammad ibn al‑Hanafiah, lalu ke Abu Hasyim (keduanya dianggap dua khalifah pertama Abbasiyah. Nama Abbasiyah ini muncul karena pada masa al‑Mahdi (775‑85), ada klaim baru bahwa pengganti nabi, seharusnya adalah Abbas, paman Nabi. Dari sinilah muncul dinasti Abbasiyah.[footnoteRef:55] Secara umum, dinasti ini tidak jauh berbeda dengan dinasti Umayah, dalam hal bentuk pemerintahannya. [55: Watt, Islamic..., 33.] 

Dengan demikian, mengapa pemerintahan monarkhi hereditas yang dirintis oleh Muawiyah bisa bertahan sampai 597 tahun? Jawabannya adalah karena klan yang sedang memimpin akan selalu berjuang untuk kelestarian klannya. Atau dengan kata lain, karena budaya kesukuan yang ditambah dengan budaya dendam antar suku (klan), begitu kuat dimiliki oleh masyarakat Arab. Baik Bani Umayah (661‑750) atau Bani Abbasiyah (750‑1258) sama saja. Model pemerintahan monarkhi ini baru runtuh setelah al‑Mu`tashim di Bagdad, khalifah terakhir Bani Abbasiyah dikalahkan oleh tentara Mongol, pimpinan Hulagu pada tahun 1258. Selanjutnya, wajah pemerintahan berubah wujud menjadi kerajaan‑kerajaan kecil yang terpencar‑pencar.

C. Penutup

Dalam sejarah, khilafah bukanlah sebuah konsep politik yang matang. Ia hanyalah sebuah istilah untuk pergantian kepemimpinan. Implementasi dari pergantian dan bentuk kepemimpinan tetap saja merupakan wilayah ijtihad manusia. Manusia bebas berkreasi. Alquran hanya memberikan prinsip bahwa kepemimpinan hendaknya dilaksanakan dengan cara musyawarah. Sejarah peradaban Islam memiliki dinamika yang beragam dalam menjalankan prinsip musyawarah itu. Namun sejarah peradaban Islam mencatat bahwa praktik kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah (10 tahun) adalah praktik yang terbaik dan disusul oleh 29 tahun era al-Khilafah ar-Rasyidun. Masa 39 tahun itu mengajarkan bahwa inti dari kepemimpinan adalah permusyawaratan/perwakilan. 
Pada masa-masa berikutnya prinsip musyawarah/perwakilan justru ditinggalkan. Bani Umayyah, Bani Abbasiyyah, dan bahkan Turki Usmani hanya mengambil nama khilafah namun substansinya tidak dijalankan. Musyawarah diabaikan. Sistem keturunan diagungkan. Para pendiri Indonesia rupa-rupanya sangat memahami kenyataan ini. Mereka mampu menangkap substansi dari kepemimpinan yakni musyawarah. Mereka tidak terjebak kulit atau khilafah sebagai nama. Itulah makanya sila keempat menekankan permusyawaratan/perwakilan. Indonesia dirancang untuk meniru fase pertama kepemimpinan sejarah peradaban Islam yang 39 tahun itu yakni fase Nabi Muhammad dan al-khulafa ar-rasyidun. Para pendiri bangsa memiliki jalan pikiran yang mementingkan substansi itu. Bung Hatta, misalnya, sebagaimana dikutip oleh A. Sjafi’i Ma’arif[footnoteRef:56] menyatakan:  [56: A. Sjafi’i Ma’arif,  Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, 2017: xi.] 


“…jika orang ingin memperjuangkan ajaran Islam di Indonesia, pakailah “ilmu garam, tidak ilmu gincu”. Ketika garam larut dalam makanan, bekasnya tidak kelihatan, tetapi pengaruhnya dalam cita-rasa makanan sangat menentukan. Sebaliknya gincu yang dipakai kaum perempuan, terbelalak merah di bibir, tetapi tunarasa… Hatta dengan imannya yang tulus tidak rela menyaksikan Islam Indonesia seperti gincu.”

Semoga kita bisa mensyukuri nikmat kenegaraan kita. Bila para pendiri negara tidak mampu menangkap substansi dan lebih suka berdebat dengan kulit, maka jangan harap hari ini kita bisa hidup dalam harmoni.[]

